
GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 153 TAHUN 2024

TENTANG

DAERAH PENGANGKATAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

SALINAN

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 2 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O2l lentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua, Anggota DPRP yang diangkat
dari unsur Orang Asli Papua be{umlah sebanyak ri+ (satu per
empat) kali dari jumlah anggota DPRP dipilih dalam pemilihan
umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 56
Peratural Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua, Gubernur menetapkan
Wilayah Adat di Provinsi dan Alokasi Kursi Bagi Setiap Daerah
Pengangkatan Wilayah Adat di Provinsi;

bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Daerah Pengangkatan dan Alokasi Kursi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua
Tengah;

a.

b.

c.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana tela-h
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}rwn 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

2. Undang-Undang....... / 2



Menetapkan :

KESATU :

KEDUA

|,'|

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentatg
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tenlang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dal Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelal<sanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 terrtang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2024 Nomor 4);

MEMUTUSI(AN:

Daerah Pengangkatan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah.

Daerah Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua
Provinsi Papua Tengah berdasarkan wilayah adat pada Provinsi
Papua Tengah.

Wilayah Adat Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA merupakan wilayah administrasi
Pemerintahan Provinsi Papua.

KETIGA

KEEMPAT: ...../3



KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

4

NIP 1976060820021 2tOO2

Salinan Keputusan ini disampaikAn kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPIGD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala KESBANGPOL Provinsi Papua Tengah di Nabte;
6. Masing-masingyang bersangkutan.
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Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Ra$at Papua Provinsi
Papua Tengah berjumlah 1l (sebetas) kursi.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

RIBKA HALUK

dengan aslinya
HUKUM,

NG, SH.,M.H.
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